
BUPATI KERINCI 
PRO VINSI JAMBI 

PFPATT TpAN  nAFPkI-I Yklqi TPATFN KERINCI 

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	a. bahwa sehubungan dengan perkemba.ngan yang tidak 
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran 
Pen ri9_pp  tan  Han Re1pnii naerah, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
illetly Cbitbkitil Sict coni nngga1ui Talluil 
Sebelumnya hams digunakan untuk pembiayaan clalant 
Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilak:ukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
diajukan merupakan perwujudan dan Perubahan 
Reneana Kerja Perrierintah Daerah Thun 9091 yang 
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum AkPBE) 
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementaret 
yang telah clisepakati antara Pemerintah Daerah clengart 
DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan hum!.  b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun Anggaran 2021; 

TvTengingat  1. PaRp..1 18 a_ya_t (6) Undang-Undang na_cor Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 	tentang 
Punt Li:Apt:al Undulig-Undttlig iiai uial Nuillui 2 I T.huti 
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108. 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1643);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negri (Tembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Eastern 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan 	Peraturan 	Perundang-undangan 
(I,erriharn Negara Republik IncloneRip Tahlin 9011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
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perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 
tantang Pembentukan Peraturan Perundang-unda.ngan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 91114 Nomor 944, Tarnhaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Uuclang 1\4.-A-lic-)i-  9 tahun 2,015 tclittingÆCI UUII.I1 Kcclua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Sta_hilitac Rictern Keuangan untuk PprInngp_nan Pander-v.1i 

Corona Virus Disease 2019 (COVID -2019) danl atau 
dalarn Rangka Menghadapi Ancarnan yang 
vicinba1iiyakaui 	Pei konuiiiitn Njtiuiiai dan ata Li 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cinta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nornor 5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah clan Wakil Kepala 
Daerati (Lembaran Negaia Republik Indonesia. Tabun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan LI mum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
ten tang  Pencielnlpart  Keuangan  Radar) T.nvarinn th-nurn 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nonior 5340), 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Talmo 9007 Nomor 1R, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 	Tahun 2020 tentang Perubulaan TT.-,_I..,,  Atas 
Pcraturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 2009 tcntang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 9010 Nornoir 193, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
_ r ciii uIiidii 	LteLk I 	G I 	izWi;111 	Gilyciciigga..tucu 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimoinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
pmbrn NegarpRpriih1ik TnrInnesia Nnmnr FflF7); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Iiiduilesia Tabun 2019 Nuillui 42), 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19.0 tablin 901R tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peratucan Menteci Dalarn icci i Nomor G2 talran 2:J17 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggung,jawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajllan, Penyaliiran, clan I,aporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nuinui-  630) 	gtiiiiaiii wiii. diubali deiigwL 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Men ten i Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan., 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengaivan, Penvaluran., 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tablin 2070 Nomnr 1777): 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi clan Nomenldatur 
Perenranaan Pernhanannan flan Kenanaan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 
1447); 

21. Peraturan Menteri daiarn Negeri Nornor G4 Tabun 2020 
tcntang Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

93 Peraturan Menterilarn Negeri Norm-1r  9 Tahun 909 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Puraturan. £J 1 dII iW1ILdk1 , P- 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penj abaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan K.epala 
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 
tentana  Penaelnlpan Trancfer keTlaerah clan llana 

-CD 	'CA 

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-
,  
1) Llal 1 Lk all Iparal ly 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tam bahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 
15 Tahlin 2007 tentang Pnknk-Pnkok Pengelnlaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3); 

2C,. Peraturan Daerain Kabupaten Kerinci Igc,rnor 5 Tallun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), se bagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
si 	man 	Pernnglra_t_ 	Daerah 	(T ,ernhP..rn_n 	DRern_ii 
Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 
2020 icnituig tIId.I dii Pcildiapetitui delit CIdiIjU D ei.G.0 al 

Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 

BUPATI KERINCI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KER1NCI 
TAT-11 TN A NCTGA R A NI 91V)1 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adaiah Kabupaten Kerinci. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah yang memirnpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 
kewenangan otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah T_IF'RD 

Kabupaten Kerinci. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalarn 

pen-y-clenggaraan ur-usan pcmcrin4-tahan yang racnjadi kewcnangan dacr-
kabupaten. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya 
disc but AI-'13L) Kabupaten actalah rencana keuangan tahunan Pemermtahan 
Daerah Kabupaten Kerinci yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang dialcui sebagai penarnbahan 
nilai kekayaan bersih dalarn periode tahun anggaran berkenaan. 
llelanja TIserah adalab sernila kewsjihan Pemerintsh Daerab yang clink-Ili sehagai 
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
)iiLUkIgd11 ytui6 i2XtI1 Ltit.ci 11 1 lct 11G111LhAll, UCUll LLOILACtill li:111l111 uti IS.G1 IGLU' 1 

maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar 
Rp.1.211.203.530.563,00 berkurang sebesar Rp. (34.164.943. 977,00) sehingga 
menjadi RI" 1 177 ("1:1R SR6 Sg6,11n dengan rincipn sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah 

1. Semula 
2. 13 ertatithalil (bei..kurailg) 

Rp. 1.211.203.530.563,00 
1,1 	1 e" 	CS A •.". 	'"7,7 rw-v‘ 

.L CY-1-  . 	 if 

1.177.038.586.586,00 

b. 

Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan 
Belanja Daerah 

Rp. 

1. Semula Rp. 1.226.594.369.105,00 
2. Bertambahl (berkurang) • 

• Rp. (3.850.847.643.001 

c. 
Jumlah belanja daerah setelah perubahan 
Pembiayaan Daerah 

• 
• Rp. 1.222.743.521.462,00 

1. Pen.erimaan Pembiayaan 
a. Semula : Rp. 27.777.838.542,00 
b. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 23.723.096.334,00 

31.300.934.876,00 Juittlah. peiieL iilluau Peitibiayaan. Rp.  t. 



setelah Perubahan 
Pembiayaan Daerah 

9 	PengelnAran Pemlliqyaan 
a. Semula : Rp. 12.387.000.000,00 
b. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (6.591.000.000,00) 

Jurnlah pengeluaran pernblayaina 
daerah 

setelah perubahan 

p.  5.796.000.000,00 

45.704.934.876,00 
Jumlah pembiayaan netto setelah 
Perubahan 0,00 

Sisa lebih pembiavaan anggaran setelah 
perubahan 

Pacal 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 
dari: 
R Penclapstan Ash i DRerah 

1. Semula 
2. Bertambah/(berkurang) 

: 
: 

Rp. 
Rp. 

85.905.046.225,00 
(21.898.890.324,00) 

b. 

Junalah pencla.patan ash claerah 
setelah perubahan 
Pendapatan Transfer 

Rp. 64.006.155.901,00 

1. Semula : Rp. 1.085.439.084.338,00 
2. Bertarnbah/ (berkurang) : Rp. (13.062.053.653,00) 

e 

Jumlah pendapatan transfer setelah 
perubahan 

pendapatan daerah yang sah 

: Rp. 1.072.377.030.685,00 

1. Semula : Rp. 39.859.400.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 796.000.000 00 

40.655.2i-00. 000,00 
yang sah setelah perubahan 

Pasal 4 
(1) Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 
a. Pajak Daerah 

1. Semula 
9 . Rert2mhqh/(bPrk1r n g) 

Jumlah pajak daerah setelah 
perubahan 
1 	•—ee 	e 	_ _ • 	_ _ 1_ u. Me LI 1 IJUSI LÌdeI tli  

1. Semula 
2. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah retribusi daerah setelah 
perubahan 
c. Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah 

yang dipisahkan 
1. Semula 
9 	Rerts m ha h / (herinirang) 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan 
daerah setelah perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah 
yang Sah 

1 	Semi ila 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah lain-lain pendapatan asli 
ydÅi cti CWW11pC.I. 

: Rp. 16.205.000.000,00 
RrN l_S90.000.nnn no 

: 20.025.000.000,06 

: Rp. 5.596.728.000,00 
: Rp. (1.015.728.000,001 
: Rp. 4.581.000.000,00 

: Rp. 8.962.116.225,00 
• Rn  0 00 

8.962.116.225,00 

Rp 5S 141 909 000,00 
: Rp. (24.703.162.324,00) 
: Rp. 30.438.039.676,00 

/7, 



(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud 
bersumber dari: 
a Transfer pemerintah pusat 

dalam Pasal 3 huruf b, 

1. Semula : Rp. 1.025.525.423.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. (18.041.336.000,00) 

J-caulah transfer pen-ierintah pusat 
setelah perubahan 

h. Transfer antar daerah 
1. Semula : Rp. 

AOA 	0,7 	nri 
/ 	.V 0 

59.913.661.338,00 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 4.979.282.347,00 

.birniph transfer 	ntar rlaerah cetelAh • Rp_  64.899.941.685,00 
perubahan perubahan 

(3) 	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam. 
Pasal 3 huruf b, bersumber dari: 

a. Pendapatan hibah 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan hibah setelah 
per Liballak.i. 

b. Dana darurat 
1. Sernula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah dana darurat setelah 
perubahan 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan 
ketent-aan peraturan pei-andang - 
undangan 
1. Semula 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah perubahan 

Paq 1 C 

: 
Rp. 

Rp. 
5.000.000_000,00 

796.000.000,00 
: Rp. 5.796.000.000,00 

: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 
: Rp. 00,00 

: Rp. 34.859.400.000,00 
: Rp. 0,00 
: Rp. 34.859.400.000,00 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri 
atas: 

Relania Operasi; 
1. Semula : Rp. 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 

b. 

Juralala belzu-kja opera.sional setelah 
perubahan 
Belanja Modal 

1. Semula : Rp. 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 

Jumlah belanja modal setelah 
perubahan 

: Rp. 

Relanjp Tirlpk Terrillgn 

1. Semula : Rp. 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 

1 	1- 	1 	 4 	/ 	1 	e 	1- 	- 	- 	1.-  - 	- 	- 1 

d. 

01-111.11iall 	 (41..A.gt4 
perubahan  

Beianja Transfer 

1Xp 

1. Semula : Rp. 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 

Jumlah belanja transfer setelah 
perubahan 

: Rp.  

765.061.450,066,00 
(14.727.859.897,001 

At.-1 	 M'eln. 1 47  
Oki 	 . 1 l/ 

159.734.293.273,00 
16.948.889.359 00 

176.683.182.632,00 

7.506.875.566,00 
(6.071.877.105,00) 

I A O 	 4 "7 	1 00 

294.291.750.200,00 
0 00 

294.291.750.200,00
, A. 

 

"\M 



Pasal 6 
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam 

qtps• 
a. Belanja Pegawai 

1. 	Semula 	 : 	Rp. 
9 	Berth m hn h / (herkilrang) 	 7 	1?-r) 

Jumlah belanja pegawai setelah 	 R. 
perubahan 
U. rielania 1)a.fang clan Jasa 

Pasal 5 huruf a, terdiri 

502.213.386.310,00 
(1 1 FIR6 997 986 001 
490.526.458.423,00 

1. Semula : Rp. 222.011.776.458,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 11_1.484.414.441,00) 

Jumlah belanja barang dan jasa 
setelah perubahan 
c. Belanja Bunga 

1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

210.527.362.017,00 

00,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. C)0,00 

.Tilm1p1-1 helnnjn himgn cetelnh 

perubahan 

u. iacicutja. 
1. Semula 

• 

: 

Pn. 

Rp. 

00,00 

00,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,00 

00,00 

39.686.492.298,00 

Jumlah belanja subsidi setelah 
perubahan 
e. Belanja Hibah 

1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (1.036.405.250,00) 

3R 6sn nR7 nzi.A,no helanja hihnh setelah 
perubahan 
f. Belanja Bantuan Sosial 

• Rp 

I 	e-N nt"-% 	(Inn rw-N 
1. ..DG1111-1.1c1 • .1. I -r 	. I 	•,-.1.1.-11..11J Oak" 

2. Bertambah/(berkurang) • Rp. 9.479.887.780 00 
Jumlah belanja bantuan sosial 
perubahan 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: 
a. Belanja Modal Tanah 

1. Semula 	 : Rp. 	 2.250.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) 	: Rp. 	 1.200.000.000 00 

Jumigh belanja moda_l tanah 	 Rn. 	 1.4s0.000.000,00 

setelah perubahan 

setelah :  Rp. 10.629.682.780,00 

1_ 	1-11. 	1- 	- 	- - 1 _1 	-.1 - 	- 	 - 	 - - 	- 
U. .CPCIU.11i 	 pci i:110.1t111 (.1.1:11.11 111G Jill 

1. Semula 
2. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja modal peralatan dan 
me sin setelah perubahan 

c. Belanja modal bangunan dan 
gedung. 

1. sprni ll 
2. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja modal bangunan dan 
gcdulig, sciciah pclubalittu 

d. Belanja modal jalan, jaringan dan 
irigasi 

1. Semula 
2. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan 
dan irigasi setelah perubahan 

: 	Rp. 
: 	Rp. 
: Rp. 

: Rp. 

: 

Rp. 
Rp. 
Rp.  

52.492.235.371,00 
(23.421.100.491 
29.071.134.880,00 

35.711.794.350,00 
92.  737 .877  . 97s co 
58.449.671.625,00 

66.498.263.552,00 
18.335.300.5713,00 
84.833.564.130,00 



e. Belanja modal aset tetap lainnya 
1. Semula Rp. 2.782.000.000,00 
9 	Berta mbnbl (herki irang) Rp (1 90:1 igg 003 noi 

Jumlah belanja modal aset tetap 
lainnya setelah perubahan 

f. Belanja modal aset tidak berwujud 
1. Semula : 

Rp. 

Rp. 

878.811.997,00 

00,00 
Rertam 	/ (herki irP n • Rp.  00 00 

Jumlah belanja modal aset tidak 
berwujud setelah perubahan 

Rp. 00,00 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri 
atas belanja tidak terduga, yaitu: 

1 	Semula Rp. 7,506,875, 566 ,00 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (6.071.877,105 02 

Jumlah lain belanja tidak terduga : Rp. 1.434.998.461,00 
6tteL:-th perubahari 

•  
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil 
1. Semula 	 Rp. 	 1.965.872.800,00 
9 	Berta mba h / (herkiiranv) 	 Pp. 	 000 

Jumlah belanja tidak terduga setelah 	Rp. 	 1.965.872.805,00 
perubahan 

b. Belanja bantuan keuangan 
1. Semula 	 : Rp. 	 292.325.877.400,00 
9.  Rertarnhnh,/(herkiiratig) 	 : Rp. 	 000 

Jumlah belanja bantuan keuangan 	: Rp. 	 292.325.877.405,00 
setelah perubahan 

Pasal 7 
Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:: 

PF.nerirnaan p_mhiP3rawn 
1. Semula 	 : Rp. 	 27.777.838.542,00 
2. Bertambah/ (berkurang) 	 : Rp. 	 23.723.096.334 00 

T 	1 1 	 1 • 
U.1111cill 	1.1.1.1.ttall pCillUlaya.U.11 	 . Rp. 	 51. -500.934.876,00 

• 
setelah perubahan  

b. Pengeluaran pembiayaan 
1. Semula 	 : Rp. 
9.  Rertamhah,/(herkiirp_rig) 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

12.387.000.000,00 
(6.S01.n00.00n on 
5.796.000.000,00 

rcibmil 0 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri 
atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun sebelumnya 
1. Semula : RD. 27.777.838.542,00 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 23.723.096.334 00 

Jumlah sisa lebih perhitungan 
qncrizrAran tchiin cehellimnyq setelAli 

perubahan 
b. Pencairan dana cadangan 

1. r.DG.1111..11d. 

: 

. 

Rp. 

".- 

51.500.934.876 00 

2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. 00 00 

00,00 Jumlah pencairan dana cadangan 
setelah perubahan 

: Rp. 



c. Hasil penjualan kekayaan daerah 
yang dipisahkan : Rp. 00,00 
1 	Sernula • Rp 00 .00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00,00 

Jumlah lain belanja modal bangunan 
U.c111. KCU.U.1.1.8CWIUpG1LAIJcklicil1 

d. Penerimaan pinjaman daerah 
1. Semula : Rp. 00,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00 00 

Jumlah penerimaan piniaman 
daerah setelah perubahan 

: Rp. 00,00 

P Perierimpan  kemimali pemberian 
pinjarnan daera_h 
1. Semula : Rp. 00,00 
2. 12>cittunbailjjbcikulang) . Rp. r% 

Jumlah penerimaan kembali 
pemberian setelah perubahan 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
neriinrii na-iinrianaan 
1. Semula 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

00,00 

00,00 

2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00 00 

Jukilluk pembiayaun laiiiityd bCS 

dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah 
perubahan 

. 
nr‘ f\ 

LIU 

(2) Pengeluaran pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri 
atas: 
a. Pembentukan dana cadangan 

1. Semula : Rp. 00,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00 00 

Jumlah pembentukan dana : Rp. 00,00 
4, .4 	nr, 	 rt 	 •-• 1., •-% 

16GLL 1 	 Ac.a.11 	4.4 /JCL/ ICA-41 

b. Penyertaan modal daerah 
1. bemuia : Rp. 12.36/.000.000,00 
2. Bertambah/ (berkurang) : Rp. (6. 591.000.000,0Q1 

Jumlah penyertaan modal daerah 
setelah perubahan 

c. Pembayaran eirila_n poknk ute_ng 
yang jatuh tempo 

: 

: 

Rp. 

Rp. 

5.796.000.000,00 

00,00 
1. Semula : Rp. 00 00 
2. Bci 	(by' kui wig) . IN.1J 00,00 

Jumlah pembayaran cicilan pokok 
utang yang jatuh tempo setelah 
perubahan 

d. Pemberian piniaman daerah 
1. Semula : Rp. 00,00 
2. Bertambah/(berkurang) : Rp. 00 00 

pemherian pinjaman riserah 

setelah perubahan 
• Rp no,no 

A\A 



e. Pengeluaran pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
pertindang-unciangan Rp. 0000 

1. Semula : Rp. 00 00 
2. Bertambah / (berkurang) : Rp. 00,00 

Jurnlah pengcluaran pcnabiayaan 
lainnya scsuai dcngan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
setelah perubahan 

Pasal 9 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
heliirn tprgedia anggara_nnyp rianlataii pengelnara_n rnelehihi pag,u yang 
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci 
Taliun Aiim,aran 2021. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alarn, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu keg,iatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anao-aranywaheliirn tergeriia (-Warn thin naurn heriplpn• 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah clan 

Udall( UidL dipi CUi1tLrdik 	cUCiULuk1ytt, Sci. Li Gutithial pur at ui tui 
perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menirnbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah clan atau 
masyarakat. 

Pasal 10 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksi rilam pqsR1 2,  teresntIlm dalam I,Ampiran yang mertIpakan bagian 
tidak terpisahkan dan i Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ini terdiri dan: 

1. 

9_ 

Lampiran T 

Lampiran TT 

Rin q.ka san 	Peru ba ha.n 	A PHD 	yang 	Di kla sifika.si 	Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja., dan Pembiayaan; 

Ringkasan 	Penthaban 	APFID 	yang 	Diklasifikasi 	Menrrut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3.  Lampiran TTT Rin ei n Perubahan APIRT1 Menu  rut Urusan Pernerintah.an  

Daerah, 	Organisasi, 	Program, 	Kegiatan, 	Sub 	Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4.  Lampiran IV : Rekapitulasi 	Perubahan 	Belanja 	Menurut 	Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta 
Hasil clan Sub Kcgialari bcsetia Keluaran; 

5.  Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6.  Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja UntuK Pemenuhan SFM; /e\k  
TT 




	1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	2



